BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA

LAHAN PERTANIAN DI DESA GETASREJO

Dalam pelaksanaannya, para pelaku sebelumnya agl@al yang sudah
saling mengenal atau terbiasa melakukan aktiviexsama dalam masyarakat.
Oleh karena itu mereka cenderung melakukan kerjasatas dasar saling
percaya. Begitu juga kaitannya dengan praktek seemyewa lahan pertanian,
mereka mengadakan perjanjian atas dasar salingy@e@au boleh dikatakan
tanpa adanya dokumen, surat dll.

Praktek sewa-menyewa lahan di sini adalah dengama, caelaku
melakukan pertemuan untuk melakukan perjanjian seemyewa lahan pertanian
dengan kesepakatan bahwa penyewa dipercaya untugeioi lahan pertanian
dengan sistem sewa yang pembayaranya akan dig&atuiigngan hasil panen.
Dalam hal ini apabila ternyata penyewa tidak mewipér hasil dari lahan yang
digarapnya maka, penyewa bebas untuk tidak memlimégypa sewa. Oleh karena
itu dalam praktek sewa-menyewa ini timbul pertanyaa
1. Apakah praktek sewa-menyewa tersebut menurut hukperbolehkan?

2. Bagaimana analisis hukum mengenai penggantungsa bewa yang terjadi
dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Besasrejo?

Di bawah ini akan diuraikan analisis hukum Islamm daukum positif
mengenai praktek sewa-menyewa yang menggantungkabgyaran pada saat

memperoleh hasil panen.



1. Analiss Hukum Idam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan

Pertanian di Dessa Getasregjo

Praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa @giasalah
sebuah bentuk perkembangan perjanjian sewa-mengialaan masyarakat,
yang pada mulanya menurut penulis belum ada sakadi.9€arena praktek
sewa ini mengakhirkan pembayaran yang hanya dibagyalbila si penyewa
lahan tersebut benar-benar memperoleh keuntungd keenggarap lahan
tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukaleh penulis, maka
menurut penulis praktek sewa-menyewa yang terjadDeksa Getasrejo
terdapat beberapa hal:

a. Penyewa mencari lahan pertanian yang ingin disenvaka

b. Penyewa melakukan perjanjian sewa-menyewa dengaak pyang
menyewakan

c. Antara kedua belah pihak sepakat melakukan pesjanigngan uang yang
telah ditentukan.

d. Penyewa mengharapkan perjanjian untuk mengakhifk@mbayaran,
dengan cara apabila dalam mengelola lahan pertamamperoleh
keuntungan, maka penyewa akan membayar uang seng tgdah
disepakati dan apabila rugi atau balik modal malkeypwa ingin
dibebaskan dari beban pembayaran biaya sewa.

e. Mu’jir sepakat atas keinginan dari pihak penyewa. Seagai firman

Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yaitu :
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sglin
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batiljakedengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka tarankamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allaklahd Maha
Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa':'29)

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwasanya bdigipsmuslim
hendaklah saling menjaga keridloan dalam melakugkaatu hubungan
pekerjaan, yang paling diutamakan ialah dengam jafnsaksi keikhlasan
antara dua belah pihak. Berdasarkan itu pulalahsaéiksi sewa-menyewa
lahan pertanian di Desa Getasrejo yang telah berjdbri waktu kewaktu
yaitu dengan cara saling rela.

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan mengédwaal sewa-
menyewa, pada dasarnya perjanjian yang dilakukatandaijarah
sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjikalvahanfaat suatu
benda. Dengan demikian maka dalam transaksi sewgewa lahan

pertanian di Desa Getasrejo ini hanya terbatas patdaatnya saja / tidak

bisa seorang penyewa memiliki lahan yang disewalempemiliknya

! Departemen Agama Rbp.cit, him. 65.
2 Perpektif penulis terhadap pelaksanaan sewa menylahvan pertanian di Desa
Getasrejo



Dalam islam semua hal yang berhubungan dengan nparja
mempunyai tata cara dan juga syarat-syarat tertaitak sekedar dasar
sukarela antara yang melakukan perjanjian sajainkein masih banyak hal-
hal yang harus terpenuhi seperti: obyek yang dipgkan harus yang
dibolehkan oleh syara’, unsur tolong menolong asgsama manusia dan
lain sebagainya. Itulah yang membedakan antarargem yang disahkan
oleh hukum islam, berbeda dengan hukum positif.

Dari penjelasan diatas bahwa praktek sewa-menyewg gilakukan
oleh warga Desa Getasrejo telah memenuhi unsur vapat dikatakan
sebagai akad yang dianjurkan dalam islam sepeatiyad
a. Asas Al-Huriyah (kebebasan)

b. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)
c. Asas Al-Adalah (keadilan)

d. Asas Al-Ridho (kerelaan)

e. Asas Ash-Shidiq (kejujuran)

Dengan adanya asas-asas tersebut maka kemungleénjadinya
perpecahan antar sesama itu sangat minim. Semdnyeh memperlakukan
asas kebebasan, persamaan dan kesetaraan dalakukaelakegiatan
perekonomian, itu semua merupakan ajaran Islam yaabarusnya
diutamakan dalam bertransaksi. Dan menurut penuisur tersebut ada
dalam salah satu cara pelaksanaan sewa lahanigertiibesa Getasrejo.

Biasanya sewa yang ada dalam masyarakat ketik&k pbaama

sudah menyerahkan obyek sewanya maka ia langsuhgkbenemperoleh



ujroh, akan tetapi dalam akad sewa-menyewa lahan pertatiaDesa

Getasrejo tidak demikianjjroh masih digantungkan dengan hasil panen.

Dilihat dari sisi transaksi sewa-menyewa lahangméan yang ada di Desa

Getasrejo merupakan akad yang telah memenuhii&riteenurut figh, karena

telah memenuhi beberapa unsur yang menjadi rukuma-sgeenyewa

diantaranya ialah:

a. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewaymga sudah
mukallaf, sehingga keduanya dapat mempertangguwgbjean segala
perbuatannya. Pada pelaksanaan sewa menyewa |abaanign
kesemuanya dilakukan orang-orang yang rata-ratdasdi20 tahun,
sedangkan orang mukallaf ialah orang yang sudahtdsgtindak secara
hukum dan dapat mempertanggung jawabkan semua gtenioya, dan
rata-rata seseorang yang berusia demikian sudadt dd@takan sebagai
mukallaf.

b. Obyek akadnya dapat dibenarkan oleh syari’at, danshjelas adannya.
Barang sebagai obyek sewa menyewa harus diketitupenyewa secara
nyata tentang jenis, bentuk jumlah dan waktu seeda sifatnya. Hal ini
dimaksudkan supaya sebelum penyewa menikmati barangidak
dibebani perasaan kurang tentram, karena adanyhahalang kurang
ketika terjadi perikatan. Dan selain itu saat memggdikan barang sewaan
tidak terjadi kerugian penyewa yang seolah-olalimthitlkan olehnya
ketika masa sewa berlangsung. Untuk menghindarlkdoarb mengganti

kerugian penyewa karena tidak diketahui lebih dalbdrang sewaannya,



maka kejadian itu harus dijauhkan. Barang sewakainskearus diketahui
lebih dahulu juga tidak dilarang oleh agama@emikian juga yang ada
dalam transaksi sewa-menyewa lahan pertanian di Besasrejo, bahwa
obyek yang diperjanjikan adalah sebidang tanah ydipgruntukkan

sebagai lahan bercocok tanam, dan menurut syabigiwa obyek

demikian telah memenuhi syarat untuk dijadikan &lyansaksi.

c. Tujuan dari penyewaan lahan sudah jelas dan dapenatkan oleh
agama. Dalam transaksi sewa-menyewa lahan perfasémmang yang
melakukan transaksi maka tujuanya sudah jelas. Bagyewa tujuannya
utamanya adalah memanfaatkan lahan pertanian térsebuk ditanami
tanaman yang tentunya sudah jelas dan memperolafaabadari hasil
panennya. Sedangkan bagi pemilik lahan tujuannydabdmemperoleh
upah karena telah memberikan manfaat untuk oramg la

d. Dalam hal ijab dan kabulnya juga dapat diterimatuyseewa menyewa
lahan pertanian dengan ujroh/ biaya yang telahpédissi. Begitu pula
praktek sewa-menyewa yang ada di Getasrejo telarsejakat
menetapkan harga sewa pada awal melakukan peamjaejiva.

Berdasarkan macam-macam rukun tersebut, didalaktegraewa-
menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo, tidaksatl pun yang tidak
terpenuhi, maka rukun sewa-menyewa menurut figitalsuengkap.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa semenyewa

lahan pertanian pada waktu kemarau ini, penyewakukdn pembayaran

% Abu Bakar Jabir El-JazaifRola Hidup Muslim Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991,
him. 85-86.



hanya pada saat memperoleh keuntungan saja. Kedikapenyewa balik

modal maka dari penyewa menjelaskan kepada yangapiahan pertanian

bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan, biasaa@ menyewakan

lahan tersebut pun selama ini tidak mempermasatalykadan membebaskan
biaya sewa yang disepakati diawal.

Dalam terjemahan dari buku berbahasa arab kargiklswl-allamah
Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, penerjemahdullah Zaki
Alkaf, diterbitkan oleh Hasyimi, Bandung tahun 20Hpabila seseorang
menyewa barang untuk suatu waktu yang telah dkantdengan uang sewa,
yang telah ditentukan juga, tetapi keduanya tidaksgaratkan tidak segera
membayar sewa dan tidak ditentukan juga penundearbg@yarannya, yang
menyewakan berhak menerima uang sewa dengan seratdaterjadinya
akad. Dan apabila yang disewakan telah diserahkpada yang menyewa,
berhaklah yang menyewakan menerima uang sewanymb s@ telah
memiliki manfaat dengan terjadinya akiggtah demikian menurut pendapat
Syafiiyah dan Hanbaliyah.

Disamping rukun yang sudah terpenuhi dalam sewayreves lahan
pertanian di Desa Getasrejo juga telah memenul@rbph syarat figih dalam
melakukan transaksi sewa-menyewa diantarannya:

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah belbgh dan berakal
(Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Berbeda dengan Mabzhtanafi dan

maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akddk harus



mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumagyn boleh
melakukan akagarah, dengan catatan disetujui walinya.

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyataleme)danya untuk
melakukan akadjarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya
terpaksa maka akadnya tidak sah.

Manfaat yang menjadi obyekjarah harus diketahui secara jelas,
sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang. ke manfaat itu tidak
jelas maka tidak sah.

Obyekijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langlelgy.
karena itu, Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwiakt boleh
menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

Obyekijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperdhrum
mobil, motor dan lain-lain.

Upah/sewa dalam akaghrah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.
Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara

Berdasarkan persyaratan yang ada tersebut, padsaksa sewa
menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo sud@entghni, seperti
obyek, biaya sewa, pelakunya semuanya terpenuhkia Meaktek sewa-
menyewa tersebut telah memenuhi syarat dan rukiamdakadijarah.
Dan dari terpenuhinya tersebut, maka akad sewaemenydi Desa

Getasrejo menurut figih boleh dilakukan.



Praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Getasregh suénjadi
kebiasaan dalam masyarakat. Dalam ushul figh madiaaafy dan Maliky
mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yakabiasaan
dimasyarakat (Urf (tradisi)), adalah bentuk-bentak’amalah (hubungan
kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaantelah berlangsung ajeg
(konstan) di tengah masyarakat.

Para ulama yang menyatakan balusfamerupakan salah satu sumber
dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber
sekiranya dari kitab (Al Quran ) dan sunnah (he)ditidak ditemukar.
Apabila suatwrf bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan micestyara
disuatu zaman- melakukan sebagian perbuatan yamgradikan seperti
minum arak, makaurf mereka ditolak. Karena datangnya syari'at bukan
dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasidrifagai kerusakan
dan kejahatarr)

Dari penjelasan para pelaku sewa-menyewa, bahyasakad
tersebut akan menyelesaikan/ melakukan pembayasmyahpada saat
memperoleh keuntungan saja. Dalam transaksi sewgewnwa sesuai
penjelasan diatas, bahwa sewa menyewa sesungguaterypakan transaksi
yang memperjual-belikan manfaat suatu béhdaari transaksi sewa-
menyewa ini unsur yang harus terpenuhi adalah pganéa kepadanu’jir
(orang yang menyewakpntetapi upah sewa digantungkan dengan hasil

panen dari lahan pertanian, dengan kata lain gkayata gagal panen maka

4 Muhammad Abu Zahrolyshul Figih,Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010, him. 418.
® Muhammad Abu Zahroh,oc.cit
® Ghufron A. Masadiop.cit him. 181.
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mu’jir tidak memperoleh apa-apa padahal lahan pertaraasogah jelas
telah dimanfaatkan olemusta’jir, jika demikian maka yang memperoleh
keuntungan Cuma-cuma adalalusta’jir, karena resiko yang diterima antara
yang bertransaksi lebih besar pada’jir. Seperti contoh dari praktek sewa
berikut ini, Bapak Tarno menyewa lahan pertaniangda luas 1 bahu
dengan biaya sewa Rp. 1.200.000, kepada bapaki,syaag seharusnya
terjadi adalah:
a. Bapak Tarno memberikan uang kepada bapak sunasaeRp.1.200.000
b. Bapak Sunari menerima pembayaran sewa dari bapalo Babesar Rp.
1.200.000
c. Bapak Tarno mendapat manfaat dari lahan pertaraag gimiliki oleh
bapak Sunari

Akan tetapi pada waktu bercocok tanam ternyatanlglaag ditanami
tersebut diserang hama, dan pada akhirnya gagatnpasesungguhnya
harapan Bapak Sunari memperoleh uang dari tramgekssebesar Rp.
1.200.000, akan tetapi dalam kenyataannya BapakrStidak memperoleh
uang tersebut, dan Pak Tarno bebas dari tanggumgiaibayaran uang Rp.
1.200.000. Dari keterangan tersebut unsur yand tidgpenuhi adalah upah
sewa dari lahan pertanian, maka disini timbul peatehan tidak
terpenuhinya harapan dari salah satu pihak.

Sesuai penjelasan dari aspek rukun dan syarat s@ngewa diatas
semuannya terpenuhi, dilihat dari transaksi padadwawal maka semuannya

terpenuhi. Menurut penulis apabila semuanya sudagkbp dari asas sewa
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menyewa maka itu boleh. Selama ini dari transaksiasmenyewa lahan
pertanian di Desa Getasrejo belum ada madlorotrayay Yoegitu menyita
perhatian atau masih bisa diselesaikan secara,wigiak harus melalui meja
hijau. Untuk itu saat ini sewa-menyewa tersebuelhol

Ulama figih sepakat bahwa hukum asal dalam transakemalah
adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nasig melarangnya.
Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan baheauah transaksi itu
dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yaegara sharih
melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asattafahadilarang. Kita
tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang titamukan nash yang
memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bidakdkan jika tidak

terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman:
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Artinya: “Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizkinga
diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagya haram dan
(sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telatemberikan izin
kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakaa wahadap Allah”
(QS.Yunus:59).

Sesuai ayat tersebut bahwa praktek sewa-menyewn [@drtanian di
Desa Getasrejo maka transakasi tersebut bolehuddak tetapi apabila
dikemudian menimbulkan masalah yang serius atauih lebanyak

madlorotnya maka sewa-menyewa itu tidak boleh.
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Sewa-menyewa lahan pertanian tersebut ketika soalails, maka ada
kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang déewanya, tetapi
bagi barang-barang tertentu. Seperti rumah, hewarbdrang lainnya karena
musibah, maka akan berakhir masa sewanya kaladitéghancuran. Dalam
keadaan benda atau barang sewaan oleh pemilikjua, dnaka akad sewa
menyewanya tidak berakhir sebelum masa sewa setémaya saja penyewa
berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemiliki iantang hak dan
masa sewanya. Demikian halnya jika terjadi musikammatian salah satu
pihak baik penyewa maupun pemilik, maka akad seeayewa sebelum

masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diderosh ahli warisnya.

2. Analiss Hukum Positif Terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan
Pertanian di Desa Getasrgo

Praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Getasrejapaian
hubungan hukum antara para pelaku (subyek hukuatdhal ini kedua
pelaku sewa saling mengikat dengan suatu perjargemgan demikian maka
praktek sewa-menyewa tersebut tidak akan lepasatiaan hukum positif,
karena pada dasarnya semua bentuk perjanjiandahsdiatur ketentuannya
dalam undang-undandjarah sebenarnya merupakan perjanjian, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk nezikén kepada pihak

yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selankiutartentu dan dengan

" Abdul Djamal,Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam |, HukugB&ndung: 1992, him.
155.
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pembayaran suatu harga, yang oleh pihak terseblakdmgan telah
disanggupi pembayaranya.

Menurut undang- undang pasal 1338 ayat 1 KUH Pamiamberikan
kebebasan bagi setiap orang yang ingin mengadakganpan dalam hal
apapun yang isinya:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian

2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan peatam@ar

4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atanghn lisar.

Dari keterangan tersebut bahwa praktek sewa-meny&ian
pertanian di Desa Getasrejo, ketika melakukan mp@gja juga sudah
memenuhi kriteria yang menurut pelakunya tidak agumksaan ketika
melakukan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang ttakPerdata juga
dijelaskan mengenai dasar sahnya perjanjian (seemyewa) pasal 1320
adalah sebagai berikut:

1) sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) suatu hal tertentu

4) suatu sebab yang hafal.

Begitu juga dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahgan@n di
Desa Getasrejo, bahwa antara pelaku sepakat umtiikg smengikatkan

dirinya berupa perjanjian lisan yang telah dibulghopara pelaku. Semua

8 Soedharyo SoiminKitab Undang-undang Hukum Perdatdakarta: Sinar Grafika,
2007,
% ibid
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pelaku dalam hal tersebut telah cakap untuk betwkaim, dan sebab-sebab
yang dibolehkan dalam undang-undang, maka menuukiunh positif
perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian di Getasgiggh memenuhi unsur
sebuah perjanjian yang dibolehkan sesuai peratwramm positif.

Dilihat dari praktek sewa-menyewa lahan pertaniangyada di Desa
Getasrejo merupakan bentuk dari sebuah perjangag galing memberikan
sesuatu, yaitu penyewa memberikan uang pembayarama, sdan yang
menyewakan memberikan manfaat dari sebidang labemargan yang
dimilikinya, yaitu sesuai dengan penjelasan dalddHKPerdata pasal, 1548
ayat (11) dijelaskan mengenai pengertian sewa menygng berbunyi;
“suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu ika&nglirinya untuk
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan atanfaat dari suatu
barang selama jangka waktu tertentu dan dengan gy@rdn suatu harga,
yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggeibayarannya®

Perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata didiudalam
babVIl Buku Il yang berjudul “Tentang Sewa-menyéwang meliputi
pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Péfdatmka pelaksanaan
praktek sewa menyewa lahan pertanian di Desa @@adengan sendirinya
telah terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam |-pasal tersebut.
Perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian di Desas@Ggd merupakan

perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kedwaajiyang membebani

10 i
Ibid
! Junaidi (STIHSA Banjarmasin) Pustaka Elektrohitp:/lawfile.blogspot.conBuku
Ketiga Tentang Perikaatan KUHPerdata
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para pihak yang melakukan perjanjian hak dan kéaajipara pihak yang

diatur dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kiaa tersebut yaitu:

a)

b)

Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa

Dalam hal ini barang yang disewakan berupa sebidaingn pertanian
yang dimiliki oleh mu’jir (yang menyewakan) kepada petani yang
menyewa lahan tersebut.

Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupangga barang
tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dindkdeau Ketentuan
tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUHI&ea yang berbunyi:
“la harus selama waktu sewa menyuruh melakukan egeian-
pembetulan pada barang yang disewakan, yang paakukian kecuali
pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si @emy’ Sedangkan
dalam hal ini berupa lahan pertanian yang sedigitals kemungkinan
adanya kerusakan-kerusakan menyangkut obyek seaaaraka dalam
hal ini sewa-menyewa lahan pertanian antara pitakygwva dan yang
menyewakan keduanya saling mengetahui keadaan tetsaut.
Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteramuhada barang yang
disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. iewajihak yang
menyewakan disini ialah menyerahkan barang yarsgwdi untuk
dimanfaatkan oleh penyewa yaitu berupa sebidaranlgertanian. Pasal
1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari bayang disewakan.
Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggengua cacat dari

barang yang dapat menghalangi pemakaian barang yaeyvakan
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walaupun sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak Kidaengetahui cacat
tersebut. Jika cacat tersebut mengakibatkan keruzagi pihak penyewa
maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menganagian.

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin taiem
gangguan atau rintangan yang menggangu penyewd&kmeniobyek sewa
yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang berstargkiengan hak milik
atas barangnya. Kaitanya mengenai sewa-menyewa [adtéanian, apabila
lahan tersebut gersang atau tidak dapat dimanfaatieka penyewa berhak
menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut gabaasalkan ganguan
dan rintangan tersebut telah di beritahukan kepeehailik. 1556 dan 1557
KUH Perdata.

Pihak yang menyewakan lahan pertanian disampingpdifi dengan
kewajiban juga menerima hak. Hak-hak yang diperg@igfak mu’jir dapat
disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUH Perdaty:

a) Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu tedatg ditentukan
dalam perjanjian sewa — menyewa lahan pertanissetart

b) Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankawajbanya
dalam melakukan pengelolaan terhadap lahan pemtayaadengan baik.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertaniaesi fetasrejo
maka telah memenuhi semua unsur yang menurut undateng telah
ditentukan. Menurut penulis hal tersebut dapat tihgaris besarnya yaitu:

a) Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri
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Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakadn gdiak
pemilik lahan pertanian, yang kedua adalah pihaky@ea yaitu pihak
yang menyewa lahan pertanian tersenbut dan paakpdhpat bertindak
untuk diri sendiri.

b) Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangkawséwa

Barang dalam praktek sewa disini adalah berupanlgestanian
milik yang menyewakan, yang disewa oleh petani yiagghn menyewa
dengan kesepakatan harga dan dalam waktu yangdigtalukan.

c) Ada kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat melaghan
pertanian yang hasilnya dapat dirasakan ketikalspdaen. Bagi pihak
yang menyewakan memperoleh harga yang telah diagpak

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian kengenyang
berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apakildah tercapai kata
sepakat diantara para pihak tentang unsur pokglnp@an sewa-menyewa
yaitu barang dan harga. Di dalam KUH Perdata tigaskan secara tegas
tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingganjian sewa-menyewa
dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Benarfapjian sewa-menyewa
dalam praktek khususnya sewa-menyewa bangunan tddalam bentuk
tertulis. Para pihak yang menentukan subtansi #&aperjanjian sewa-
menyewa biasanya yang paling dominan adalah pilsaig ynenyewakan

dikarenakan posisi penyewa berada dipihak yangHema
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Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya sewgeweerini
memperjanjikan pengakhiran pembayaran sewa lahatangn, dengan
kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, apghilg menyewa dalam
mengelola lahan pertanian tersebut ternyata memgajagal panen / rugi
maka penyewa bebas untuk tidak membayar uang saweptglah disepakati.
Menurut hukum positif perjanjian sewa-menyewa @f@enyewa dengan
yang menyewakan yaitu: penyewa memberikan pembayhaaga untuk
lahan pertaniannya kepada yang menyewakan, dan ewanyberhak
memperoleh manfaat dari barang yang disewa.

Untuk menbuat perjanjian bersyarat maka hukum iposiiah
menentukan kriterianya yaitu dalam KUH Perdata IpA2&3 — pasal 1267
yang dalam isinya menjelaskan perlindungan terhpdap pelaku perjanjian
bersyarat, karena dalam masyarakat pada umumnyg seempersyaratkan
sesuatu untuk lebih mempermudah hubungan kerja. $amak itu perjanjian
dibuat untuk dijadikan landasan seseorang bertirnkkaiena setiap perjanjian
yang telah disepakati oleh para pelaku perjanjimgeln sendirinya menjadi
undang-undang bagi mereka.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwasanya dalaral d&253
menyebutkan suatu perikatan adalah bersyarat jigantingkan dengan
suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memangrbeérjadi, baik dengan
cara menangguhkan berlakunya perikatan itu saregadinya peristiwa itu,
maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, rtengg pada terjadinya

atau tidaknya peristiwa itu. Maka disini dalam umglaindang juga telah
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memberikan rambu hijau terhadap terjadinya pengggain suatu hal,
kaitanya dengan praktek sewa-menyewa lahan pemtahi®esa Getasrejo
bahwa disini penundaan pembayaran yang digantungggagan hasil panen,
dan ternyata undang-undang telah membolehkan jpragteacam itu.
Menurut undang-undang pasal 1338 ayat 1 KUH Perdatatas

menjelaskan bahwa undang-undang memberikan kebebagasetiap orang
yang ingin mengadakan perjanjian dalam hal apamaka pada praktek
sewa menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo emgmjikan dengan
kesepakatan apabila penyewa mengalami kerugian ket modal maka
tidak dimintai biaya sewa. Dengan demikin praktaksenenyewa lahan

pertanian tersebut sudah sah dalam pandangan hubsiti.



